BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
1. Status Jabatan Basuki Tjahaya Purnama sebagai Gubernur DKI
yang terkena tindak pidana penistaan agama tidak serta merta
diberhentikan karena tidak memenuhi unsur dalam Pasal 83 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah.

2. Akibat Hukum dari Kepala Daerah yang Melanggar Undang-Undang
dan Norma Sebagaimana diatur dalam TAP MPR Nomor 6 Tahun
2001 Keharusan seorang pemimpin menaati etika dan norma sudah
diatur dalam TAP MPR Nomor 6 Tahun 2001.

B. Saran
1. Sesuai pada Pasal 83 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pemberhentian sementara
kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) diserahkan dan dilakukan oleh Presiden,
adagium hukum bahwa hukum itu Lex Dura Sed Tamen Scripta
bahwa Hukum itu tidak kaku seperti rumusan dalam undang-undang,
jadi harus dipahami dan dimengerti. Tidak perlu berdebat, dan
memberikan kesempatan sepenuhnya kepada Presiden untuk

memutuskan yang terbaik.

2. Peraturan pada Pasal 83 jika dirasa tidak relevan dan bertabrakan

pada ayat 1 dan 2 menjadikan pendapat hukum berbeda beda karena
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ini multitafsir maka disarankan dilakukan revisi Pasal 83 Undang-
Undang Pemerintahan Daerah. Revisi ini dilakukan untuk memastikan
tidak adanya perbedaan tafsir dalam undang-undang dan mengajukan
Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi agar didapat kepastian

hukumnya.
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